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KONFLIK VERTIKAL DAN PERAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM
IMPLEMENTASI KEBUUAKAN DESENTRALISASI FISKAL
Oleh : Suyanto®

Abstract

Based on experience during the mmplementaton offucal decentralizatum policy
in Inlomesia, there are stul many warm and central ssues happened hortzontally and
atse vertically up Lo now, The extstence of disgruntled demain has  Been rived  from
sote otonomows regptons to get Gerger m Jiscal decentrafizationfund aflocstion.

Varwows soctety disgruntied demands are not onfyfrom otonomous regions
which (s pasition offtscal need o Garger thanfucal capacities, bul abo risedfvom other
area which (s fiscal capacilies b larger than focal need. Those areas are same Lo clatm
Gy gerfund acguirement offscal decentralizationfrom central governmentwithmany
differentreasons,

Mty rich areas rive s disgruntied demand, (f consed generally theyfeel to e
exploited by central govermment. While the aredas which furve lowfiscal capacities Jeel
i & nat enough Lo fulfill thetr expenditure need. Finally they depress the central
povermment to get larger fisoal decentrafization fund adifition.

Autonomonus regional poficy which ts signed By risogy of Law No. 22 Vedr 1999
about local Government, then followed By policy of fiscal dicentralization which &
Based on Law No. 25 Year 190e about m‘m-cmry tatanc orgpa vty Central and local
Government, alse causeid by disgruntied demand and reformation effort whnh fad
feen trivdbefore.

Keywords vertical conflict phenosmensn, focal autonomy, local government, central
dovermment, fiscal imbadance, [ucal decentrafizalion, governmenial
commumcationrole

LATAR BELAKANG

Kebijakan desentralisasi merupakan suatu refleksi dalam proses reformasi politik,
sosial budaya, dan ekonomi, sehingga perubahan politik dan sosial budaya terutama di
negara-negara berkembang telah diwarnai dengan kecenderungan pergeseran pelayanan
publik dari wewenang pemerintah pusat beralih menjadi wewenang tingkat pemerintah
yang lebih dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, desentralisasi merupakan sebuah
alat untuk mencapal salah satu tujuan bernegara dalam memberikan pelayanan publik
yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih
demokratis.

Desentralisasi memiliki pengertian perpindahan kekuasaan politik, fiskal, dan
administratif dari pemerintah  pusat ke unit-unit pemerintah sub-nasional, sehingga
kerangka desentralisasi harus menghubungkan pendanaan lokal dan otoritas fiskal
dengan tanggung jawab dan fungsi penyediaan layanan dari pemerintah lokal agar para
politisi lokal dapat menanggung biaya keputusan mereka dan menyampaikan janji-janji
mereka (Degefa,2003).




Sebagsi upaya penyedi barang publik, kebijakan desentralisasi fiskal dapat dipandang
bagal tramsfer & wan darl permerintah pusat kepada pemerintah sub nasional Pemerintah sub

| sdalah tingkat p yang lebih rendah dalarn sustu negara. Menurut Boex (2001)
menyatakan bahwa transfer k wan dari pe ntah pusat kepade p intah  sub ’ i
diwujudkan dalam bentuk transfer Dena Alokasi Umum (DAL dan Dans Alokasi Kiwsus [DAK)
Sedanghkan menurut Mamid (2003), desentrafisasi fiska! & Ind is diwujudkan dalem b k dans
penmbangan, yang meliputi transfer Bagi Hasil, DAU dan DAK dari pemerintsh pusst kepada daerah

otonam.
Penulisan ini ditatarbelakangi oleh beberapa pemikivan yang jadi landasan ritis, yuridis,
Lp girk gapa diperiukan perimbangsn & gan antara p ntah pusat dan daerah yang
dituangkan melalui Undang-undang N 25 Tehun 1998, Lembaran Negara B Tahun 1999 Nomor

72danTambahan Lembaran Negara R Nomor 3848 UU No. 25 Tehun 1999 ini kemudian berkembang
menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan pusat dan Doerah,

Beberaps pemik g de Sisasifiskal, diantaranys dijelaskan oleh Mincs 1P
Pandjastan dkk (2D00), Pertama, bahwa Negara Kesatuan Repubiik indonesia menyelenggarakan
pemerintahan dan permbangunan untuk pai rmasyarakot adil, makmur, dan merata, berdasarkan
Pancasile dan Undsng-Undang dasar 1945, Kedua, pembang h sebagsi bagisn integraidari
pembargunan nasional dilak " Lk ideerah den pengaturan drercay jonslysng

mberi k P bag) penings demokrasi don kinefja deerah yang berdaya guns den berhasil
guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelay yarskat, dan pembangunan untuk
meningkatkan kesejahterasn yarskat ) yarakat dari yang bebes korups:, kolusi, dan
nepotisme, untuk tu diperiukan ke taan yarakat, keterbuk dan pertanggungawaban
kepada masyarakst Ketign, babn urituk dukung penyelenggarsan daerah {aku
ofi b i pembiay berdasar-kan o lisasi, dek asi dan tugas

pembantuan, periu distur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berups sistemn
keuangan yang diatur berdasarkan pembagian-kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jeles antar

mgkat pe intah wat, behwa Undang-undang N 37 Tabun 1956 tentang Perimbangan
L gan Antara Negara Dengan Doerah-daerah yang Berhak Mengurus Rumab Tangganya Sendiri,
sudah tidak sesusi lagl dengan perkembangan kead serta adanys kebatuhan dan sspiresi masyarakat

dalem mendukung otonomi daersh makas periu ditetapkan Undang- undang yang mengatur perim-
bangan keuangan antars Pemetintah Pusatdan Daerah.

Pernerintah  Orde Baru  telfsh P halp 1 kesejphteraan
masyarakat, berbagsi macem konflik vertiksl maupun horisontal tefah terjadi di berbagni deerah dalam
rentang skals don motid yang sangat bervariasi, yusul kecuntuh han Presiden Subarto
pada tahun 1998 Meskipun, gejals iniseb niya telah meripakan gejala | ioral yang terjadi jugs

di berbagsi negars, dimana terjodi keruntuhan suatu reziem otoriter yang telsh membunub aspirasi
poiitik warganys selama bertshun-tahun.

Atas dasar pengalmman terjadings beberapa konflik vertikal dan horisontal tersebut, serta
beberapas pertimbangan don pernikiran untuk mengatasi adanys konflik vertikal den horisontal &
Indonesa, maka pemerintah bersarma DPR mengeluarkan UU No. 25 Tahun 1999 yang kermudian
berubeh menjadi UL No. 33 Tahun 2004 § penmbangan keuangen pemerintah pusat dan daerah
bagaiwujud dari kebijakan desentralisasfiskal dilndonesia.




Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa pemikiransebagaimana terdapat pada latar belakang tersebut, maka
rumusan masalah penulisan inisebagaiberikut : bagaimanakah kajian secara teoritik, yuridis, serta
empiris kebijakan desentralisasifiskal dan peran komunikasi
pemerintah pusatdalam upaya menekan terjadinya konflikvertikaldi Indonesia ?

Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan permasalah-an sebagaimana disebutkan diatas, maka tujuan penulisan
ini untukmengkajidan menguraikan secara teoritik, yuridis, serta empiriskebijakan desentralisasi fiskal
dan peran komunikasi pemerintah pusat dalam upaya menekan terjadinya konflik vertikal di Indonesia.

Manfaat Penulisan
Manfaat Operasional BagiPembuat Kebijakan
Kebijakan desentralisasi fiscal yang diterapkan hingga saat ini bukanlah tujuan akhir, tetapi

sebagai alat (instrumen), diantaranya untuk tujuan memperbaiki terjadinya

ketimpangan fiskal vertikal dan horisontal. Penulisan ini diharapkan dapat memberh
_ pelaksanaan desentralisasifiskal _

B tersebut.

- lainnya dari penulisan ini adalah mendorong pemerintah dalam menggunakan alokasi
anggaran sesuai skala prioritas, dapat dipergunakan bagi para pengambil kebijakan agar desentralisasi
fiskal dapat mendorong pada upaya perbaikan terhadap ketimpangan fiskal vertikal maupun horisontal
di Indonesia yang pada akhirnya
mampu menekan terjadinya konflik vertikal dan horisontal di Indonesia.

Manfaat Bagi Pengembangan limu Pengetahuan

Sejakimplementasi kebijakan desentrg¥asifiskal mulai Januari2O0I hingga saat ini telah terjadi
perubahan terhadap pengelolaan fiskal yangb beralih -
pemerintah - Adanya kebijakan ini diharapkan
penge-lolaan fiskal di daerah dapat lebih efektif dan efisien.

Penulisan ini mendeskripsikan secara teoritis, yuridis maupun empiris kebijakan
desentralisasi fiskal sebagai studi kasus, dengan tujuan untuk melihat instrument desentralisasifiskal
dalam bentuk dana perimbangan dan pentingnya peran komunikasi
pemerintah pusatterhadap daerah otonom provinsi maupun kabupaten/kota.

Hasil penulisan ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan kebijakan

sesuaidengan tujuan d@gntralisasifiskal, yaitu mengatasiterjadinya ketimpangan fiskal
vertikal dan horisontalh otonom, sertaantar -
otonom _ memunculkan benih-benih konflik di Indonesia.
Tinjauan Pustak

Sejarahh relah [N undang-
Undang disusuldengan kebijakan desentralisasi
fiskal VW
]

darituntutan | N uioi
I vaitu sejak mulai




tahun 1998, Salah satu isu utama yangmenjadi agenda reformasi adalah adanya
perubahan sistem pemerintahan daerah darisentralistik menuju ke desentralistik.

Perkembangan sistem pemerintah-an Indonesia di era orde baru lebih bernuansa
pada semangat sentralistik, walaupun secara formal sebenarnya telah dinyatakan dalam
undang-undang No. 5 Tahun 1974 bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah
daerah salah satunya adalah prinsip desentralisasi. Untuk itu, kedua Undang-undang
tersebutmengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 32Tahun 2004 dari Undang-
Undang No.33 Tahun 2004,

Tinjauan Teoritik
Konsep dan Pengertian Desentralisasi

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan
bernegara dalam memberikan pelayan-an publik yang lebih baik dan menciptakan proses
pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi merupakan wujud
pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan,
kewenangan memungut pajaki{taxing power), terbentuknya dewan yang dipilihaleh
rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh rakyat dan adanya bantuan dalam bentuk transfer
dari pemerintah. Desentralisasi menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam,
baik aspek fiskal, politik, administrasi dan sistem pemerintahan, ekonomi, sosialdan
sebagainya. Secara umum konsep desentralisasi terdiri atas : Desentralisasi politik
{Political decentralization); Desentralisasi administratif (Administrative decentralization);
Desentralisasifiskal (Fiscal decentralization} dan Desentralisasi ekonomi (Economic or
Market Decentralization) (Sidik, 2002).

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa desentralisasi adalah
penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Menurut Studi Bank Dunia yang dilakukan Rondinelli, desentralisasi dapat
dibagi menjadi empat jenis, yaitu - [1). Dekonsentrasi (Deconsentraition)yaitu
pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatyang berada dalam garis
hierarki dengan pemerintah pusat di daerah. {2). Pendelegasian (Delegation), yaitu
pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar
struktur birokrasi regulasi yang dikontrol secara tak langsung oleh pemerintah pusat.
Pendelegasian wewenang ini biasanya diatur dengan ketentuan perundangan. Pihak yang
menerima wewenang mempunyal kekuasaan (discretion) dalam penyelenggaraan
pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi
wewenang (Sovereign authority). (3). Devolusi (Devolution), yaitu pelimpahan wewenang
kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas
pemerintahan dan pihak pemerintah daerah mendapat discretion yang tidak dikontrol
oleh pemerintah pusat. Dalam haltertentu dimana pemerintah daerab belum
sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya, pemerintah pusat akan memberikan
supervisi secara tidak langsung atas pelaksanaan tugastersebut. Dalam melaksanakan
tugas-nya, pemerintah daerah memiliki wilayah administratif yang jelas dan legal dan
diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan fungsi publik, menggali sumber-
sumber penerimaan serta mengatur penggunaannya, serta; (4). Privatization yaitu
pefimpahan wewenang kepada organisasi non pemerintab atau swasta. Hal ini
dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi organisasi tersebut untuk ambil bagian
secara nyata dalam proses pembangunan nasional. Gagasan ini lebih menonjol dalam
rangka debirokratisasi dalam arti pengambilan keputusan untuk melaksanakan fungsi-
fungsi tertentu dengan melibatkan organisasi-organisasi non pemerintah.

Menurut Rondinelli (2001) desentralisasi didefinisikan sebagai transfer
wewenang




dan tanggungjawab dalam fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada organisasi
pemerintahan yang ada di bawahnya ataupun kepada sektor swasta. Desentralisasi ini
dapat dibedakan menjadi desentralisasi politik, adminis-tratif, fiskal dan pasar.
Desentralisasi politik bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada
warga masyarakat dan wakil pemilih dalam pengambilan keputusan publik. Desentralisasi
administratif bertujuan untuk mendistribusikan kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber-
sumber finansial guna penyediaan pelayanan publik diantara berbagai tingkat
pemerintahan yang berbeda.

Desentralisasifiskal merupakan suatu tanggung jawab finansial yang merupakan
komponen utama dalam desentralisasi. Jika pemerintah iokal dan organisasi privat dapat
melaksanakan fungsi-fungsi desentralisasisecara efektif, maka mereka harus mempunyai
penerimaan yang memadai, ditingkat-kan secara lokal atau ditransfer dari pemerintah
pusat, demikian halnya dengan otoritas untuk membuat keputusan-keputusan tentang
penge-luaran. Desentralisasi ekonomi atau pasar adalah bentuk desentralisasi yang
palinglengkap dari perspektif pemerintzhan. Tipe desentralisasi ini dapat dilakukan dalam
bentuk privatisasi dan deregulasi; yaitu pergeseran tanggung jawab untuk fungsi-fungsi
dari sektor publik kepada sektor privat.

Konsep-konsep Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi menurut jenisnya dapat dibedakan dalam beberapa konsep, yaitu

{campo dan sundaram, 2002 ;sidik {2002); Martinez-vazquezdan McNab (1997),);

{a) Desentralisasigeografis atau desentralisasiteritorial, yakni pembagian suatu wilayah
menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil dengan kewenangan yurisdiksi yang jelas
diantara daerah-daerah tersebut;

{b)Desentralisasi fungsional yakni pendistribusian kewenangan dan tanggungjawab
negara kepada unit-unitfungsional yang berbeda-beda dalam suatu pemerintahan;

{c) Desentralisasi politik dan administrasi. Desentralisasi politit berkenaan dengan
kewenangan pembuatan keputusan yang bergeser dari pemerintah yang lebih tinggi
ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Dalam konteks ini partisipasimasyarakat
lokal dalam proses pembuatan keputusan mendapat peluang yang sangat luas.
Sedangkan desentralisasiadminis-trative erat kaitannya dengan desentralisasi politik,
bahkan secara faktual keduanya sulit dibedakan. Namun lebih difokuskan pada
operasionalisasi atau implementasi kebijakan/ keputusan publik agar berhasil secara
optimal.

{d) Desentralisasi finansial, yakni berkaitan dengan pelimpahan tanggung jawab
pembelanjaan dan pendapatan dari pemerintah pusat kepada pemeirintah daerah.
Bentuk-bentuk desentralisasi finansial ini antara lain adalah self-financing beberapa
penyelenggaraan pembangunan di daerah, cofinancing atau coproduction dengan
pihak-pihak swasta, intesifikass dan ekstensifikasi pajak-pajak daersh dan
retribusi,pinjaman daerah, serta transfer atau subsidi antar tingkatan pemerintahan.

Behrman, et al (2003) dan Sidik (2002}, menyatakan bashwa dorongan
desentralisasi yang terjadi di berbagal negara dunia terutama negara-negara
berkembang, dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya latar belakang atau pengalaman
suatu negari, peranannya dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam pembangunan
ekonomi, tuntutan terhadap perubahan tingkat pelayanan masyarakat, tanda-tanda
adanya disintegrasi, dan banyaknya kegagalan yang dialami oleh pemerintah sentralistik
dalam memberikan pelayanan masyarakat yang efektif.




Kegagalan penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang kemudian memunculkan
pemikiran perlunya pengaturan desentralisasi termasuk desentralisasi fiskal adalah
berkaitan dengan siklus pengelolaan dana yang berasal dari pusat kepada daerah berupa
subsidi dan bantuan (Inpres). Permasalahan yang muncul dari pengelolaan yang terpusat
meliputi: (1) aspek perencanaan, dominannya peranan pusat dalam menetapkan prioritas
pembangunan (top down) di daerah dan kurang melibatkan stakeholder, (2) aspek
pelaksanaan, harus tunduk kepada berbagai arahan berupa petunjuk pelaksanaan
maupun petunjuk teknis dari pusat, dan (3) aspek pengawasan, banyaknya institusi
pengawasan fungsional, seperti BPKR Irjen Departemen, Irjenbang, Inspektorat Daerah
yang dapat saling tumpang tindih (Boediono, 2002; Sidik, 2002; dan, Widjaja ,2002).

Berkaitan dengan desentralisasifinansial atau disebut juga sebagai desentralisasi di
bidang ekonomi yakni adanya penyerahan sebagian kewenangan Pemerintah kepada
pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi
stabilisasi, bertujuan untuk mengatur dan mengurus perekonomian daerah dalam rangka
menciptakan stabilitas perekonomian secara nasional (Suyono, 2003).

Melalui desentralisasi fiskal seperti inl diharapkan dapat meningkatkan
efektivitas pembangunan dan penyediaan pelayanan umum karena semakin dekatnya
masyarakat dengan pemerintah sehinggs mampu mengakomodasi kondisi masyarakat
dan wilayah yang heterogen, Disamping itu melaluikebijakan desentralisasiinijuga
diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab
{good government), meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerin-tahan, dan
peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintahan (Bird, 2003; Sidik,2002; Bahl dan
McMullen, 2000). Dengan demikian desentralisasi merupakan alat untuk mencapai salah
satu tujuan bernegara, terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan
menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis.

Komponen kund dan utama dalam kebijakan desentralisasi adalah desentralisasi
fiskal, karena dengan desentralisasi fiskal wewenang pengelolaan keuangan daerah
menjadi lebih besar. Pengertian desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan
kepada daerah untuk menggali dan menggunakan sendiri sumber-sumber penerimaan
daerah sesuai dengan potensinya masing-masing {Sidik, 2002; Bird dan Vaillancourt,
2000).

Adapun kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, menurut Kadjatmiko (2002),
dilakukan dengan tujuan yaitu: (1) Menjaga kesinambungan kebijaksanaan fiskal dalam
konteks kebijaksanaan ekonomi makro, (2) Mengoreksi vertical imbalance, yaitu
memperkecil ketimpangan yang terjadi antara keuangan pemerintah pusat dan keuangan
daerah yang dilakukan dengan memperbesar taxing power daerah; {3) Mengoreksi
horizontal imbalance yaitu ketimpangan antar daerah dalam kemampuan keuangannya;
{4) Meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensidalam rangka peningkatan kinerja
Pemerintah Daerah; {5) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan (6)
Meningkatkan partisipasi masyarakatdalam pengambilan keputusan di sector publik.

Sedangkan desentralisasi administratif adalah pelimpahan wewenang,
tanggungjawab dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik,
meliputi perencanaan, pendanaan dan pelimpahan manajemen. Desentralisasi
administratif meliputi: (1) Dekonsentrasi (deconcentration), yaitu pelimpahan wewenang
dari pemerintah pusat ke pejabat yang berada dalam garis hirarki dengan pemerintah
pusat di daerah, oleh Silverman (1992) juga disebut sebagai Branch Office Model; (2)
Devolusi (devolution), yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang
lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan, dalam istilah Sitverman
{1992) juga disebut sebagai DiscretionaryAuthority Model; dan (3} Delegasi (delegation or




institutional pluralism)yaitu pelimpahan wewenang untuktugas tertentu kepada
organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak
fangsung oleh pemerintah pusat, oleh Silverman (1992) dikenalsebagai Independent
Subsidiary Model. Menurut Pramusinto (2001}, penerapan prinsip-prinsip desentralisasi
di atas akan melahirkan fungsi dan peran pemerintah daerah yang berbeda. Dalam hal ini
ada dua pandangan untuk menggambarkan peran yang dimainkan oleh pemerintah
daerah, vyaitu: autonomous model dan integrated model Autonomous
modelmenggambarkan bahwa pemerintah daerah secara relatif terpisah dari pemerintah
pusat, sedangkan integrated modelmemandang hubungan antara pemerintah daerah
dan pemerintah pusat sebagai bagian yang saling terintegrasi. Pola hubungan yang terjadi
antara berbagai tingkatan pemerintahan bersifat pragmatis dan fleksibel tergantung
kepada kebutuhan persoalan- persoalan yang dihadapi.

Pemberian wewenang kepada daerah yang lebih luas dalam pemungutan pajak
dan retribusi dapat berakibat pada penurunan investasi dan usaha secara makro maupun
regional karena ini berpotensi melahirkan ekonomi biaya tinggi. Pada sisi lain
desentralisasijuga memunculkan potensi terjadi konflik kepentingan antara daerah dan
nasional. Penyerahan pengelolaan terhadap daerah dapat menyebabkan beberapa
tujuan pembangunan ekonomi secara nasional tidaktercapai.

Sejalan dengan hal ini, menurut Nurkholis (2001), terdapat isu utama yang
mengemukan dan harus segera direspon oleh pemerintah daerah, yaitu @ 1) paradigma
baru yang menempatkan rakyat sebagai mitra yang berkedudukan sejajar dalam peren-
canaan pembangunan daerah. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk merencanakan
strategi pembangunan daerahnya dengan lebih baik dan terarah, serta
mengimplementasikannya secara transparan dan accountable; 2) perlu disadari bahwa
otonomi daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap
pelaku dalam rambu- rambu yang disepakati bersama sebagaijaminan terseleng-garanya
keteraturan sosial. Otonomi harus memberikan peluang yang sehat bagi persaingan antar
daerah, yang tentu saja harus dibarengi dengan persyaratan minimum bagi daerah-
daerah yang belum mampu mensejajarkan diri dalam suatu levelof playingfield.

Tujuan Desentralisasi Fiskal.

Secara garis besar, fiskal dalam keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua
bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah.
Kedua komponen tersebut sangat menentukan kedudukan suatu pemerintahan daerah
dalam rangka melaksanakan otonomi.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang didasarkan pada
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Xeuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
{diganti menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004) memberikan
kewenangan yang luas dan nyata kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan
mengatur sumberdaya sesuai dengan kepentingan masyarakat daerahnya. Pemerintah
daerah berwenang untuk menetapkan prioritas pembangunan sesuaidengan potensidan
sumberdaya yang dimilikinya.

Adanya perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik, yang
dimulai pada tahun anggaran 2001 (Januari 2001) membawa konsekuensi perlunya
diadakan perubahan pendekatan pada manajemen keuangan daerah terutama pada sisi
pengelolaan fiskal. Kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan
daerah juga perlu disesuaikan dengan semangat pelaksanaan otonomi daerah yakni




dengan menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal.

Untuk menjamin hubungan keuangan Pusat-Daerah yang baik, maka harus
diberikan pembagian kewenangan yang rasional dari berbagai tingkat pemerintahan
mengenai penggalian sumber dana pemerintah dan kewenangan pengunaannya,
menyajikan suatu bagian yang memadai dari sumber-sumber dana masyarakat secara
keseluruhan untuk membiayai pelaksanaa fungsi-fungsi penyediaan pelayanan dan
pembangunan yang diselenggarakan pemerintah daerah; sejauh mungkin membagi
pengeluaran pemerintah secara adil diantara daerah-daerah, atau sekurangnya
memberikan prioritas pada pemerataan pelayanan kebutuhan dasar tertentu serta pajak
dan retribusi yang dikenakan pemerintah daerah harus sejalan dengan distribusi yang adil
atas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat (Sidik, 1999).
Selanjutnya desentralisasifiskal diusahakan agar kesenjangan antara penerimaan dengan
tanggung jawab pengeluarannya perlu sekecil mungkin (Anwar, 1994). Berkaitan dengan
desentralisasi finansialatau disebut juga sebagsi desentralisasi di bidang ekonomi yakni
adanya penyerahan sebagian kewenangan Pemerintah kepada pemerintah daerah untuk
melaksanakan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi, bertujuan untuk
mengatur dan mengurus perekonomian daerah dalam rangks menciptakan stabilitas
perekonomian secara nasional (Suyono, 2003). Ketiga fungsitersebut menjadiwewenang
dan tanggungjawab pemetintah pusat. Namun untuk menuju kepada sistem
pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, sebagian besar wewenang dan
tanggungjawab pemerintah pusat tersebut didesentralisasikan kepada pemerintah
daerah, dimana tetap ada sebagian wewenang dan tanggungjawsb yang masih
dikendalikan pemerintah pusat, contohnya seperti kebijakan yang mengatur variabel
ekonomi makro. Melalui desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas
pembangunan dan penyediaan pelsyanan umum karena semakin dekatnya masyarakat
dengan pemerintah sehingga mampu menga-komodasi kondisi masyarakat dan wilayah
yang heterogen. Disamping itu melalui kebijakan desentralisasi ini juga diharapkan
mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab {(good
government), meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerin-tahan, dan
peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintahan (Bird, 2003; Sidik, 2002; Bahl dan
McMullen, 2000). Dengan demikian desentralisasi merupakan alat untuk mencapai salah
satu tujuan bernegara, terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan
menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis. Menurut Sidik
{2002), Bird dan Vaillancourt (2000} menyatakan bahwa komponen kunci dan utama
dalam kebijakan desentralisasi adalah desentralisasi fiskal, karena dengan desentralisasi
fiskal wewenang pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih besar. Pengertian
desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk menggali dan
menggunakan sendiri sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensinya
masing-masing. Selanjutnya banyak pakar menekankan perlunya desentralisasi fiskal
untuk perbaikan efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan akuntabliitas, dan pening-
katan mobilisasidana (Bird dan Vaillancourt, 2000).

Menurut Bahl dan McMullen (2000} dari sudut efektivitas dan efisiensi,
desentralisasi dinilaiakan menciptakan sistem pemerintahan, dan berpeluang
meningkatkan pemerataan pembangun-an dibandingkan dengan sistem pemerintahan
yang sentralistik, namun tidak ada yang menjamin bahwa desentralisasiakan bisa berjalan
dengan baik, yang disebabkan: (1) pengendalian makro ekonomi, seperti instrumen-
instrumen fiskal utama: pajak, pengeluaran pemerintah dan pinjaman yang seharusnya
dikendalikan oleh pusat, (2) terkait dengan arah investasi dalam prasarana sosial. Jika
kewenangan fiskat sepenuhnya diserahkan kepada daerah, investasi akan cenderung
diprioritaskan pada proyek-proyek yang memiliki manfaat dalam skala lokal saja,
sehingga investasi yang sifatnya lebih luas




{lintas daerah) masih memerlukan dana tambahan dari pemerintah pusat.

Tujuan akhir kebijakan desentralisasi fiskal adalah untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat secara optimal. Hal ini dapat tercapai jika pengelolaan pembangunan di
daerah tidak hanya menjaditanggungjawab pemerintah pusat, karena pemerintah daerah
mempunyai informasi yang lebih baik tentang potensi dan permasalahan daerahnya.
Dengan demikian, jika tanggungjawab pengelolaan pembangunan sebagian diserabkan
kepada pemerintah daersh sesuai kewenangannya secara hukum, maka kesejahteraan
masyarakat di daerah akan lebih cepattercapal.

Tinjauan Hukum Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Menurut Aswin (2005), bahwa pelaksanaan pemerintahan dalam suatu negara
merupakan implementasi darl amanat konstitusi yang mendasarinya. Kebijakan
desentralisasi memiliki landasan hukum yang kuat dan dimuat dalam Pasal 18 Undang-
Undang Dasar 1945, yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggara-
kan otonomi daersh. Dalam pasal ini dan penjelasannya disebutkan bahwa Negara
Indonesia terbagi datam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administratif.
Implementasi dari amanat UUD tersebut direalisasikan dalam bentuk undang-undang,
yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
dan Undang-Undang No. 5Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

lika dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 diatur bahwa yang disebut
pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD sehingga kedudukan DPRD sebagai
lembaga eksekutif, maka di dalam Undang-Undang No. 22Tahun 1999, secara tegas
menetapkan bahwa di daerah dibentuk DPRD sebagai badan legislatif daerah yang
berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah selaku badan eksekutif
daerah yang terdiri dari kepala daerah beserta perangkat daerah. Sedangkan pada
Undang-Undang pemerintahan daerah yang terbaru yakni UU No.32 Tahun 2004,
menyatakan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan
DPRD sebagailembaga perwakilan rakyatdaerah (bukan lembaga legislatif daerah).

Seiring dengan perkembangan sosial ekonomi dan dari berbagai pengalaman
pelaksanaan pembangunan sefama hampir 30 tahun, dirasakan implementasi UU No. 5
Tahun 1974 tidak sesuai lagl dengan perkembangan kondisi soslal ekonomi masyarakat
dan wilayah, dengan puncaknya ketika terjadikrisis ekonomiyang diiringidengan adanya
tuntutan reformasi di segala bidang termasuk di dalamnya tuntutan desentralisasi /
otonomi. Dalam rangka merespon aspirasitersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-
Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dalam Pasal 7 UU No. 22Tahun 1999 disebutkan bahwa kewenangan daerah
mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan, kecualikewenangan dalam bidang
politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta
kewenangan bidang lain yang meliputi: kebijakan tentang perencanaan nasional dan
pengendalian pembangunan nasional secars makro, dana perim-bangan keuangan,
sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan
pemberdayaan sumberdaya manusia, pemberdaya-gunaan sumberdaya alam serta
teknologi tingg iyang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Selanjutnya pada
pasal | ayat 1 dinyatakan bahwa kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada
daerah dalam rangka desentralisasi harus disertal dengan penyerahan dan pengalihan
pembiaysan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia sesuai dengan
kewenangan yang diserahkan tersebut. Sedangkan pada pasal 11 ayat 2, disebutkan




bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota meliputi
pekerjaan umum, kesehatan pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan,
industri dan per-dagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi,
dan tenaga kerja.

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka
desentralisast fiskal berarti bahwa kepada daerah diberikan wewenang untuk
memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan
antara pusat dan daerah. Dengan demikian proporsi amtara pemberian wewenang
terhadap tugas, tanggungjawab dan pemberian wewenang dalam pengelolaan keuangan
untuk mendukung wewenang, tugas dan tanggungjawab tersebuthendaknya berimbang.

Setelah dikeluarkannya undang-undang yang menjadi landasan pelaksanaan
desentralisasi fiskal, maka disusun perundangan di bawahnya yang berimplementasi di
fapangan, yaitu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagal daerah otonom, dan
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB
antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Banyak lagiaturan hukum dan perundangan yang
mendukung pelaksanaan desentralisasi yang bersifat sektoral, seperti perpajakan,
Pendidikan bagl hasil SDAdan lain sebagainya.

Selanjutnya Undang-Undang No.22 dan 25 Tahun 1999 direvisi menjadi Undang-
Undang No32 dan 33 Tshun 2004, Berdasarkan Undang-undang tersebut
penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila
penyelenggaraan urusan pemerintahan ditkuti dengan pemberian sumber-sumber
penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada Undang-Undang tentang
perimbangan keuangan antara pemerintati Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana
besarmya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian sumber keuangan yang
melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber
keuangan daerah (penjelasan atas UU. No. 31 Tahun 2004).

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumbersumber keuangan antara lain
berupa : kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesual dengan urusan
pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakanpajak dan
retribusidaerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil darisumber-sumber daya nasional
yang berada di daerahdan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan
daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-
sumber pembiayaan. Dengan pengsturan tersebut, pada prinsipnya pemerintah
menganut prinsip : uang mengikutifungsi,

Sejarah Perkembangan Desentratisasi Fiskal

Ketika masa pemerintahan Hindia Belanda dikeluarkan Decen-tralisatiewet 1903,
Undang-Undang Desentralisasi 1903 inl memberi kemungkinan bagi pembentukan
Gewest ataubagian Gewest yang mempunyai keuangan sendiri untuk membiayai
kegiatannya. Pelaksanaan UU Decentralisatiewet1903 dilakukan dengan Decentralisatie
Besluit dan Locale Radenordonnantie (1905). Menurut kedua peraturan ini daerah yang
diberi keuangan sendiri disebut Locaal Ressort, sedang Raadnya disebut Local Raad (Gie,
1967).

Ketika Jepang menguasal Nusantara tahun 1942-1945, situasi perang menuntut
adanya sentralisasi kekuasaan. Setelah Proklamasi Kemer-dekaan 17 Agustus 15945,
Pemerintah Republik Indonesiayang baru berdiri memahami benar betapa pentingnya
hubungan antara Pusat-Daerah, kemudian dikeluarkan Undang-Undang No.1/1945




tentangkewenangan Pusat dan Daerah yang memberikan keleluasaan lebih besar kepada
daerah {Kansil, 1979).

Pada saat demokrasi liberaitahun 1950-1959, diterbitkan UU No. 32 Tahun 1956
dan UU No. 1 Tahun 1957, yang pada hakekatnya merupakan otonomi luas, dengan
mengandung prinsip otonomiformil :wewenang daerab mengurus rumah tangganya
tidak dibatasi / diperinci, sejaub tidak bertentangan dengan urusan yang diatur oleh
Pemerintah Pusat atau Pemenintab Daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Undang-
Undang tersebut memuat sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari 1) Pajak dan
Retribusi Daerah. 2) Pajak Negarayang diserahkan kepada Daerah 3) Bagi hasil sebagian
atau seluruhnya pajak negara dan 4) ganjaran, subsidi dan sumbangan.Hak pengelolaan
dalam Undang- undang ini menyebutkan DPRD memegang semua kekuasaan
pengelolaan umum kevangan Daerah lewat suatu perda, seperti : 1) penyusunan
anggaran.2) rencana anggaran. 3) menyelenggarakan keuangan daerah. 4) memeriksa
perhitungan dan pertanggung jawaban keuangan Daerah. Rencana anggaran keuangan
yangdibuat DPRD baru berlaku setelah disahkan olehMenteri Dalam Negeri bagi Daerah
tingkat | dan oleh DPRD setingkat lebih atas bagi daerah lainnya (suyamto,1990).

Pada periode DemokrasiTer-pimpin terdapat PenetapanPresiden No. & Tahun
1959 dan No. 5 Tahun 1960, denganprinsip yang terkandung undang-undang ini adalah
melanjutkan politik desentralisasi (teritorial}dan dekonsentrasi dimana Daerah diberi hak
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan memperhatikan
kemampuan masing-masing Daersh. Saat rezim Orde Lama ini otonomi hakekatnya
adaiah otonomi terbatas. Hubungan keuangan antar pemerintah Pusat dan Daerah tidak
diatur secara formal dalam Undang-undang diatas.

Menjelang berakhirnya Orde Lama, Pemerintah menerbitkan UU No. 18 Tahun
1965 yang mengadung prinsip ; a) Otonomi teritorial yang riil dan seluas-luasnya, serta
menjalankan politik dekonsentrasi sebagai komplemen yang vital. b) Otonomi selain
sebagsl hak/ kewenangan dan sekaligus kewajiban. Sumber-sumber penerimaan daerah
terdiridari: 1) hasil perusahaan daerah, 2) pajak dan retribusidaerah, 3} pajak negara yang
diserahkan kepada daerah, 4) bagi hasii pajak pemerintah pusat, 5) pinjaman, serta6)
lain-lain hasilutama.

Ketika pemerintahan dibawah rezim Orde Baru dengan konfigurasi politik sama
dengan orde lama yaitu otoritarian telah diterbitkan UU No.5 Tahun 1974danUU No. 5
Tahun 1979. MenurutTim Peneliti ILD (2004), kedua UU tersebut mengandung prinsip; a)
Otonomi nyata dan bertanggung jawab, b) Otonomi adalah hak, wewenang dan sekaligus
kewajiban. Semangat sentralisasitelah meresap disemua aspek kehidupan, politikdan
pemerintahan, demokrasi, perimbangan keuangan dan administrasi publik. Rezim Orde
Baru menerapkan struktur hirarki kekuasaan yang bersifat kaku dimana pemerintah
pusat memiliki kendali yang kuat disemua jenjang politik, pemerintahan dan hirarki sosial
kemasyarakatan. Melaluijalur Birokrasi dan militer, melakukan upaya mengendalikan hal
tersebut. Pemerintah Pusat memonopoli pengelolaan kegiatan ekonomi dan penggalian
surnber daya alam yang terdapat di Daerah. Struktur kekuasaan yang bersifat otoriter
telah menimbulkan ketidakpuasan sosial yang mendalam dan meluas khususnys di
kalangan masyarakat Daerah. Sumber penerima-an terdiri dari 1} pendapatanasli Daerah
yang dirinci : (a).hasil pajak daerah (b} hasil retribusi daerah (c) hasil perusahaan daerah
() lain-lain hasil yang sah. 2) Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri
dari : (a) sumbangan dari pemerintah, (b} sumbangan sumbangan lain, yang diatur
dengan peraturan perundang-undangan (c) lain-lain pendapatan yang sah.
Pengelolaannya adalah Xepala Daerah menyelenggarakan pengurusan, pertanggung
jawaban dan pengawasan keuangan daerah (Kuncoro,2004).




Ketika masa reformasidengan mundurnya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei
1998, terdapat kerangka baru dalam hubungan antara pusat dan daersh dengan
keluarnya Ketetapan MPR No. XV Tahun 1998, Undang-Undang No. 22 dan No. 25 Tahun
1999. Kedua Undang-undang ini, mengandung tiga prinsip yaitu : a) Otonomi luas, nyata
dan bertanggung jawab b} Penyelenggaraan otonomi memperhatikan aspek demokratis,
partisifatf, adil dan merata dengan memperhatikan potensidan keragaman daerah. ¢}
Otonomiprovinsibersifat terbatas, sekaligus menjalankan fungsi dekonsentrasi. Sumber-
sumber penerimaan terdiri dari PAD (hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil
perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-
lain pendapatan aslidaerah yang sah), dana perimbangan, pinjaman Daerah dan lain-lain
pendapatan yang sah.Hak pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan dalam
pembiayaan pelaksa-naan dekonsentrasi, tugas berbantuan dan desentralisasi dilakukan
secara terpisah. Kepala paerah adalah pengelolaan keuangan daerah (dana
desentralisasi) dan dipertanggung lawabkankan kepada DPRD. Pengesah-an APBD
diwujudkan dalah bentuk peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan
persetujuan DPRD.

Selanjutnya selama tiga tahun pelaksanaan Undang-Undang No. 22 dan No. 25
Tahun 1999 masih dirasakan berbagai kelemahan, sehingga perlu direvisi. Setelah meialui
perdebatan panjang, serta dengan persetujuan DPR Rl maka tahun 2004 diterbitkan
Undang-undang Na. 32 Tahun 2004 dan No. 33 Tahun 2004 sebagai pengganti undang-
undang No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, kedua UU ini mengandung prinsip
; a) otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. b) Penyelenggaraan otonomi
yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, menjamin hubungan serasi
antar daerah, dan menjamin hubungan serasi daerah dengan Pemerintah. Dalam UU No.
32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa sumber penerimaan daerah
berasal dari Pendapatan Daerah dari Pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari ;
a) Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan lain-lajn pendapatan b} Pembiayaan
bersumber dafi sisa lebih perhitungan anggaran, penerimaan pinjaman daerah, dana
cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (Aswin, 2005).

Sumber - sumber Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasidaerah menurut UU
No. 25 Tahun 1999, Pasal 3 meliputi: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), {2)Dana
Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah, dan (4)Lain-lain penerimaan yang syah. Sedangkan
berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, sumber penerimaan daerah dipdah melalui
pendapatan daerah dan pembiasyaan. Pendapatan daerah terdiri dari PAD, dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan. Menurut Mardiasmo (2001), bahwa penerimaan
transfer dari pemerintah pusat sangat diperlukan untuk membiayai pengelusran
pemerintah daerah.
1. PendapatanAsli Daerah

Pendapatan Asli Daerah [PAD) merupakan salah satu wujud dari desentralisasi
fiskal untuk memberikan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan
digunakan sendiri sesuai dengan potensinya. Pendapatan Asli Daerah {Local Government
Genuine Receipt), merupakan penerimaan yang terdiri dari | pajak daerah, retribusi
daerah, laba usaha daerah, penerimaan dinas dan penerimaan lain- lain (Statistik
Keuangan, 1999).

Menurut Sidik (2002), kewenangan daerah dalam memungut pajak dan retribusi




daerah diatur berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah. UU
tersebut ditindaklanjuti dengan PP No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daersh.
Berdasarkan Undang-Undang No, 34 Tahun 2000, daerah diberikan kewenangan untuk
memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi dengan pertimbangan bahwa jenis pajak
dan retribusi tersebut secara umum dipungut di hampir semua daerah dan merupakan
jenis pungutan yang baik.

2. Dana Perimbangan

Menurut UU No. 25 Tahun 1999, dana perimbangan antara pusat dan daerah
meliputi: (1) bagian daerah daripenerimaan pajak bumidan bangunan, bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan, dan penenmaan sumberdaya alam, (2) dana alokast umum,
dan (3) dana alokasl khusus. Dana perimbangan inl proporsinga semakin
meningkatseiring dengan amanat UU No.33Tahun 2004.
a) Dana BagiHasil Pajakdan Bukan Pajak

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah
mendapatkan bagian pajak penghasilan perseorangan sebesar 20 persen dan 80 persen
untuk pemerintah pusat. Penerimaan negara dari Pajak Bumi dan bangunan (PBB)
dengan imbangan 10 persen untuk pemerintah pusat dan 90 persen untuk daerah.
Penerimaan negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dibagi
dengan imbangan 20 persen untuk pemerintah pusat dan 80 persen untuk pemerintah
daerah, Penerimaan pemerintah pusat dari bagl hasil PBB dan BPHTB akan dibagikan
kepada seluruh Kabupaten dan kota. Bagian daerah yang diterima pemerintah daerah
yang berasal dari sumberdaya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan
sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20 persen untuk pemerintah pusat dan 80
persen untuk daerah. Rincian penerimaan daerah yang berasal dari sumberdaya alam
(SDA| sebagai sumber penerimaan APBD dapst dilihat Tabel2.1. Penerimaan sector
kehutanan dimana penerimaan luran Hak Pengusahaan Hutan sebesar dibagi dengan
rincian Provinsi 16 persen, kabupaten dan kota penghasiléd persen, Penerimaan Provisi
sumberdaya hutan sebesar 80 persen dibagi untuk Provinsi 16 persen, kabupaten /[ kota
penghasil 16 persen, kabupaten dan kota lain 32 persen. Penerimaan sektor
pertambangan umum berupa penerimaan iuran tetap (IT / Land rent) sebesar 80 persen
dibagi untuk provinsi sebesar 16 persen, Kabupaten/kota penghasil sebesar 64 persen.
Penerimaan luran eksplorasi sebesar B0 persen dibagi menjadi provinsi 16 persen,
kabupaten / kota penghasil 32 persen, kabupaten / kota lain sebesar 32 persen.
Pungutan dari sector perikanan dibagikan merata kepada seluruh kabupaten dan kota.
Bagian pendapatan pemerintzh pusat untuk pertambangan minyak bumi adalah 85
persen, sedangkan bagian untuk daerah 15 persen yang dibagi untuk provinsi 3 persen,
kabupaten / kota penghasil 6 persen, kabupaten / kota lain & persen. Sektor
pertambangan minyak dan gas alam, yaitu bagian pendapatan pemerintah pusat untuk
pertambangan gas alam adalah sebesar 70 persen, untuk daerah sebesar 30 persen yang
dibagi menjadi; provinsi 6 persen, kabupaten / kota penghasil 12 persen, dan kabupaten /
kota lain 12 persen.

b) DanaAlokasiUmum

Dana Alokasi Umum (DALU) adalah transfer keuangan dari pemerintah pusat
kepada daerah otonom sebagal upaya mengatasi ketimpangan horisontal







